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LAMPIRAN

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI STATUS HAK MILIK
ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA

YANG BERALIH MENJADI WARGA NEGARA ASING

af?-r A'T I I B B
% Windy Amanda Siwi Suherian |
11000118140239 ,
2 I T = . -
Dosen Pembimbing I: Dosen Pembimbing II: Dosen Penguiji :

Nur Adhim, S.H., M.H. Dr. Aminah, S.H., M.Si. Dr. Ana Silviana, S.-H.,
M.Hum.

Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Pendahuluan

O Tanah merupakan permukaan bumi (Pasal
4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960).

0O Hak milik atas tanah, Pasal 16 ayat (1) Huruf a
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.

0 Status kewarganegaraan merupakan hal yang
vital.

0 Hanya warga negara Indonesia kaitannya
dengan kepemilikan tanah hak milik (Pasal 21
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960).

Q Pemilik hak milik yang sudah beralih
kewarganegaraan menjadi warga negara asing.

1. Bagaimanakah status hak milik atas tanah
yang dimiliki warga negara Indonesia yang
beralih kewarganegaraannya menjadi
warga negara asing ?

2. Apakah warga negara Indonesia yang
telah melepaskan kewarganegaraannya
menjadi warga negara asing itu dapat
memindahkan hak milik atas tanah yang
dimilikinya ?
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Pehr’\‘:te(l)(ifan { Yuridis normatif I
e { Deskriptif analitis |
Metode Sumber dan Sumber data primer dan sumber
Penelitian Jenis Data data sekunder
Teknik Data primer : wawancara sebagai
pelengkap. Data sekunder : bahan
Pengumpulan hukum primer & bahan hukum
Data sekunder
Teknik Analisis =
Data ' ]l Kualitatif

Status Hak Milik Atas Tanah
Yang Dimiliki Warga Negara
Indonesia Yang beralih
menjadi Warga Negara

Asing

Tanah dengan status hak milik tersebut hapus
karena hukum dan tanahnya menjadi tanah
negara.

Jika warga negara Indonesia yang beralih kewarganegaraan
menjadi warga negara asing dalam suatu kondisi orang
tersebut sudah resmi menjadi warga negara asing lebin dari
satu tahun, maka status hak milik atas tanahnya sudah hapus
karena hukum dan tanah tersebut jatuh pada negara.

Terjadi pembatasan hak-hak atas tanah yang dimiliki warga
negara asing eks warga negara Indonesia ini

Hal ini memberikan kerugian terhadap warga negara asing eks
warga negara Indonesia

Peralihan Hak Milik Atas Tanah Yang Dimiliki Warga Negara Indonesia
Yang Beralih Menjadi Warga Negara Asing

Tanah dengan status hak milik yang dii leh warga negara
Indonesia yang beralih kewarganegaraan menjadi warga negara asing
tidak dapat di an jika orang tersebut sudah menjadi warga negara
asing selama lebih dari satu tahun dan sudah melampaui batas waktu
satu tahun untuk dapat melepaskan ataupun mengalihkan hak milik
atas tanahnya, hal tersebut sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960.
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Kesimpulan

Status Hak Miliknya

Status hak milik atas tanah yang dimiliki
oleh warga negara Indonesia yang beralih
kewarganegaraan menjadi warga negara
asing hapus karena hukum dan tanah
tersebut jatuh pada negara

Peralihan Hak Miliknya

Warga negara Indonesia yang beralih kewarganegaraan
menjadi warga negara asing dapat mengalihkan hak milik
atas tanahnya dengan perbuatan hukum jual-beli, hibah,
lelang, dan tukar-menukar kepada orang lain. Perbuatan
hukum tersebut masih dapat dilakukan dalam tempo satu
tahun sejak didapatkannya status kewarganegaraan yang
baru, jika melebihi dari batas waktu yang telah ditentukan,
maka warga negara asing eks warga negara Indonesia
tersebut tidak dapat melakukan peralihan terhadap hak atas
tanahnya dan tanah tersebut menjadi tanah negara.

Saran

‘Warga negara Indonesia yang beralih
kewarganegaraan menjadi warga negara
asing yang mempunyai tanah dengan
status hak milik untuk segera melepaskan
atau mengalihkan hak miliknya supaya
tidak merasa dirugikan, karena jika tidak
dilakukan pelepasan maupun pengalihan
terhadap tanah hak miliknya jatuh pada
negara. Seharusnya pejabat atau instansi
negara melakukan pemberitahuan kepada
warga negara vang hendak melakukan
perubahan pada kewarganegaraannya
mengenal tanah maupun properti yang
dimilikinya agar segara dilepaskan
ataupun dialihkan terlebih dahulu.

Status hak milik atas tanah yang
dimiliki oleh warga negara Indonesia
yang beralih kewarganegaraan
menjadi warga negara asing ini dapat
diturunkan menjadi hak pakai, yang
mana warga negara asing dapat
memiliki tanah tersebut dengan status
hak pakai dengan ketentuan warga
negara asing tersebut tinggal di
Indonesia.

TERIMAKASIH.
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